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Abstrak 
Penelitian ini membandingkan kebijakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana anak di 
Indonesia dan Amerika Serikat, terutama terkait penerapan konsep Restorative Justice. Di 
Indonesia, Restorative Justice diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan penerapan terbatas pada mediasi dan 
melibatkan lembaga negara. Sebaliknya, Amerika Serikat melibatkan fasilitator swasta dan 
berbagai program restorative justice. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 
normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Hasil 
penelitian menunjukkan perkembangan signifikan dalam kebijakan hukum Indonesia, tetapi 
perbedaan praktik dengan Amerika Serikat, terutama dalam melibatkan aktor dan proses 
penyelesaian. Kesimpulan penelitian ini menekankan perbedaan dalam penerapan Restorative 
Justice antara kedua negara, meskipun tujuan mengurangi jumlah narapidana tetap menjadi 
fokus utama. Ini memberikan wawasan terperinci tentang kemajuan dan perbedaan praktik 
penanganan tindak pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat. 
 
Kata Kunci:  Restorative Justice, Tindak Pidana Anak, Kebijakan Hukum, Indonesia, 
Amerika Serikat. 
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A. Latar Belakang 
Setiap negara memiliki peraturan dalam bentuk sistem hukumnya dengan tujuan 

menciptakan tatanan sosial masyarakat yang sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati 
bersama. Fungsi utama hukum adalah memberikan rasa aman, nyaman, dan keadilan kepada 
seluruh masyarakat. Untuk memastikan fungsi hukum berjalan optimal, didirikanlah Lembaga 
Peradilan Hukum yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum. Sistem 
peradilan pidana, yang bersumber pada hukum acara pidana atau hukum pidana fomil, 
didefinisikan oleh Hazewinkel Suringa sebagai jus puniendi, yang merujuk pada hak negara 
untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana. 

Berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 (UUD 1945) pada pasal 1 ayat (3) 
menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, 
maka segala aspek kehidupan di negeri ini telah diatur oleh aturan hukum dan norma hukum 
baik di bidang ekonomi, sosial, budaya politik, dan lain-lain.  Segala tindakan masyarakat 
diatur oleh norma dan aturan guna meminimalisir timbulnya permasalahan antar individu 
maupun kelompok dan segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat 
harus diselesaikan sesuai dengan hokum yang berlaku. 

 Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan prinsip 
diferensiasi fungsional. Setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai 
dengan mekanisme proses kewenangan yang diberikan kepada masing-masing aparat penegak 
hukum berdasarkan apa yang diatur dalam undang-undang. Mekanisme sistem peradilan 
pidana terpadu dimaksudkan untuk membuktikan kepada orang yang bersalah. telah 
melakukan kejahatan. Dengan kata lain, untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak, 
harus melalui proses yang diatur dalam hukum acara yang dilakukan oleh aparatur negara pada 
setiap tahapannya. Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari 4 (empat) komponen, dari 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen 
diharapkan bersinergi dan membentuk berjalannya Sistem Peradilan Pidana Terpadu. 

Arah peradilan pidana diatur oleh undang-undang dalam suatu negara, yang mencakup 
peraturan-peraturan, instrumen, dan penegak hukum, dikenal sebagai sistem peradilan pidana. 
Meskipun setiap negara memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan, sistem 
peradilan disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakatnya. Menurut 
Hobert L. Packer, sistem peradilan pidana memiliki dua model, yaitu crime control model dan 
due process model, masing-masing dengan karakteristik uniknya. Crime control model 
menekankan represif, efisiensi, praduga bersalah, kesalahan faktual, dan pencarian fakta 
informal, sementara due process model mengedepankan efektivitas, kesalahan hukum, praduga 
tak bersalah, adjudikasi formal, dan pencegahan. 

Proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari 
penyidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan oleh pihak kepolisian, proses penuntutan 
oleh kejaksaan, pemeriksaan/persidangan di pengadilan, hingga pemidanaan oleh pengadilan 
(termasuk menjalani hukuman). sanksi di lembaga pemasyarakatan). Tahap ini merupakan 
kegiatan yang sangat kompleks. Kesemuanya bertujuan untuk mencari dan mendekatkan 
kebenaran materiil, yaitu kebenaran seutuhnya suatu perkara pidana dengan menetapkan 
ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat 

Perbedaan antara kedua model tersebut menciptakan konflik pemikiran antara 
konservatif dan liberal. Konservatif mementingkan pemberian hukuman sebagai balasan atas 
tindakan (retribusi), sementara liberal mendukung rehabilitasi untuk melihat pelaku kriminal 
sebagai seseorang yang tersesat. Namun, kedua model ini memiliki kekurangan, seperti potensi 
kesewenang-wenangan yang melanggar HAM pada crime control model, dan potensi 
pembangkangan pada sistem hukum negara pada due process model. 
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Penegakan hukum saat ini masih terfokus pada pemberian hukuman bagi pelaku tanpa 
memberikan perhatian serius pada rehabilitasi atau penanganan kerugian korban. Restorative 
justice menjadi konsep alternatif dalam menyelesaikan konflik hukum pidana melalui mediasi 
antara pihak yang terlibat. Restorative justice bertujuan untuk mencapai kesepakatan 
penyelesaian tindak pidana dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip 
dasarnya adalah pemulihan terhadap kerugian korban, perdamaian, dan kewajiban pelaku 
untuk berpartisipasi dalam pemulihan korban atau kesepakatan lain sesuai dengan prinsip 
restitutio in integrum (mengembalikan keadaan seperti semula). 

Adapun peraturan pelaksanaan restorative justice melibatkan kesepakatan antara pelaku 
dan korban. Jika salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan restorative justice, maka proses 
akan dibatalkan dan dilanjutkan ke proses persidangan formal. Namun, jika keduanya sepakat, 
perkara akan dihentikan dengan syarat tersangka mengganti kerugian atau mengembalikan hak 
yang telah diambil dari korban. 

Meskipun konsep restorative justice telah diterapkan sejak puluhan tahun yang lalu, 
namun penerapannya lebih umumnya terjadi dalam ruang lingkup kecil seperti komunitas adat, 
keagamaan, dan keluarga tanpa campur tangan dari lembaga peradilan negara. Di Indonesia, 
konsep ini telah dikenal sebagai musyawarah. Istilah restorative justice diperkenalkan oleh 
Albert Eglash, yang menyebutnya sebagai pendekatan alternatif restitutif dan keadilan 
rehabilitatif. 

Keadilan restoratif dikembangkan oleh berbagai ahli, termasuk Howard Zehr, John 
Braithwaite, Mark Umbreit, Lode Walgrave, dan Kay Pranis. Restitusi, partisipasi, inklusi, dan 
akuntabilitas merupakan empat pilar yang mendasari dibangunnya keadilan restoratif, 
sebagaimana dijelaskan oleh Howard Zehr. Rasa malu yang restoratif adalah konsep yang 
pertama kali dikemukakan oleh John Braithwaite Keadilan restoratif, sebagaimana dianjurkan 
oleh Mark Umbreit, terdiri dari empat langkah: refleksi, percakapan, perbaikan, dan 
penutupan. Dalam upaya mereformasi sistem peradilan pidana yang terlalu menekankan 
hukuman dan mengorbankan korban, Lode Walgrave meminta perhatian pada potensi manfaat 
keadilan restoratif. Keadilan restoratif, sebagaimana dikemukakan oleh Kay Pranis, 
melibatkan tiga komponen utama: proses percakapan, pemulihan dampak buruk, dan perbaikan 
hubungan. 

Keadilan restoratif memberikan penekanan yang signifikan pada pertemuan antara 
mereka yang terkena dampak kejahatan dan mereka yang peduli terhadap kesejahteraan 
mereka. Menurut Achmad Ali, keadilan restoratif diartikan sebagai suatu proses di mana 
pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu secara bersama-sama 
mengidentifikasi kerugian, memenuhi kewajiban dan kebutuhan, serta memandang perubahan 
sebagai hak yang esensial bagi keberhasilan proses tersebut. Struktur paragraf ini telah 
disesuaikan untuk meningkatkan kejelasan dan keterbacaan Berkenaan dengan pengalihan 
penyelesaian Peradilan Anak dari proses peradilan pidana ke acara di luar sistem peradilan 
pidana, sebagaimana dimaksud dengan Sistem Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 
angka 5 Undang-Undang tentang Peradilan Anak.  

Diversi bertujuan untuk: 1) Menjalin rekonsiliasi antara korban dan anak; 2) 
Menyelesaikan perselisihan hak asuh anak di luar pengadilan; 3) Melindungi generasi muda 
dari pembatasan kebebasannya; 4) Menginspirasi partisipasi; dan 5) Menanamkan rasa 
tanggung jawab pada generasi muda. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Anak memuat pengaturan Diversi; Namun, hal ini tidak berlaku untuk semua 
kenakalan remaja. Hal ini hanya merupakan pilihan bagi tindak pidana yang memenuhi dua 
kriteria: (1) ancaman hukumannya kurang dari tujuh (7) tahun penjara, dan (2) bukan 
merupakan tindak pidana berulang. 

Amerika Serikat menjadi salah satu pionir dalam penerapan restorative justice, terutama 
melalui proses mediasi antara korban dan pelaku yang dikenal sebagai victim offender 
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mediation (VOM) sejak tahun 1970. Kompleksitas sistem hukum di Amerika Serikat membuat 
penerapan restorative justice bergantung pada kebijakan di setiap negara bagian. Konsep 
restorative justice semakin diterima oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, 
restorative justice diakui sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh lembaga 
peradilan, dan implementasinya diatur oleh nota kesepakatan antara Ketua Mahkamah Agung, 
Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2012. 

Meskipun demikian, belum semua negara mengadopsi Restorative Justice sebagai 
metode penyelesaian perkara. Amerika Serikat dan Indonesia menjadi contoh negara yang 
telah mengimplementasikan konsep ini dalam peradilan pidana. Perbedaan dalam sistem 
hukum civil law yang dianut oleh Indonesia dan common law yang diterapkan oleh Amerika 
Serikat dapat memengaruhi penerapan Restorative Justice. Oleh karena itu, artikel ini akan 
membahas perbedaan dalam sistem hukum kedua negara tersebut, terutama terkait dengan 
komparasi penerapan konsep restorative justice. 
  
B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian pustaka, dengan 
fokus utama pada analisis primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan 
pengadilan, dokumen lainnya, serta hasil penelitian dan referensi terkait. Penelitian hukum 
normatif (kepustakaan) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dengan bahan pustaka lain (data sekunder) untuk diterapkan 
pada permasalahan hukum yang terjadi. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan 
teknik studi kepustakaan dan studi dengan analisis kuantitatif. Melalui proses penelitian ini, 
data yang telah dikumpulkan dan diolah, dianalisis dan dikonstruksi untuk memperoleh 
kebenaran. Pendekatan ini memanfaatkan teknik library research, yang melibatkan penggunaan 
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Penulisan penelitian ini menggunakan teknik library research, yang memanfaatkan 
berbagai sumber informasi, seperti bahan hukum primer (undang-undang), sekunder (dokumen 
pengadilan), dan tersier (referensi penelitian, pengkajian, dan literatur terkait). Pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) menjadi metode utama dalam penelitian ini, di mana 
penelitian berfokus pada analisis undang-undang yang menjadi dasar acuan. 

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup 
membaca buku, literatur, serta mengumpulkan dan membaca dokumen terkait obyek 
penelitian. Data yang dikumpulkan bersumber dari data sekunder, seperti perundang-
undangan, buku, jurnal, artikel, dan sumber informasi internet yang berkaitan dengan masalah 
yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk merinci dan menganalisis 
informasi yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang diangkat. 

 
C. Hasil dan Pembahasan 
Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia 

Konsep Restorative Justice diperkenalkan secara resmi dalam peradilan Indonesia pada 
tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak (SPPA). Penerapan Restorative Justice di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk 
mengarahkan sistem peradilan pada pemulihan korban, tetapi juga untuk mengurangi populasi 
narapidana di penjara, mengingat keterbatasan fasilitas tahanan di Indonesia. Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat SPPA yang 
memuat pengaturan dan pola pemidanaan bagi anak yang berbeda dengan orang dewasa pada 
umumnya. Undang-undang ini menjelaskan konsep anak yang berkonflik dengan hukum, 
yaitu. mereka yang berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan kejahatan. 

Menurut UUSPPA, seseorang yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat 
dibawa ke pengadilan anak karena alasan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, yang 
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menurutnya seseorang yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dianggap tidak kompeten. 
Untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Secara umum, setiap anak yang 
melakukan tindak pidana di bawah usia dewasa mendapat perlakuan khusus dan dibedakan 
berdasarkan masa percobaannya. Perbedaan terpenting dalam penanganan kasus yang 
melibatkan anak di Indonesia saat ini adalah adanya proses diversi.  

Diversi adalah proses memindahkan perkara anak dari proses peradilan pidana ke 
proses peradilan pidana. Proses ini wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum jika 
menyangkut kasus pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan ketentuan UU 
SPPA. Selain itu, anak pelaku dan korban tindak pidana mendapatkan pendampingan selama 
proses hukum berlangsung. Konselor komunitas untuk pelaku anakdan pekerja sosial untuk 
korban anak memberikan bantuan. Tujuan pendampingan ini bukan untuk melindungi salah 
satu pihak, tetapi untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi dalam proses hukum di 
hadapannya.  

Hukuman yang diberikan kepada anak juga berbeda. Pasal 69 dari Pasal mengatur 
tentang tindakan terhadap anak-anak, sedangkan Pasal 71 UU SPPA mengatur tentang 
pelanggaran pokok dan tambahan terhadap anak-anak. Pasal 81 mengatur tentang pemenjaraan 
anak-anak dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir, itupun maksimal hukumannya adalah 
setengah dari hukuman orang dewasa. Secara umum, kita jarang menjumpai hukum orang 
dewasa yang baru ini. UU Peradilan Pidana Anak muda memperkenalkan perbedaan yang 
mencolok dalam proses hukum bagi orang dewasa dan anak-anak, yang tidak lagi bersatu tetapi 
melalui proses khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). 

 
Perbedaan penerapan Restorative Justice di Indonesia dan Amerika Serikat 

Pada setiap negara, undang-undang tertentu, yang biasa disebut hukum positif, berlaku 
pada waktu tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa hukum positif timbul dari hukum, adat 
istiadat, dan perjanjian. Setiap negara mempunyai sistem hukumnya masing-masing sesuai 
dengan hokum yang berlaku di negara tersebut.Sistem hukum yang dianut mungkin merupakan 
bentuk ideologi sendiri atau warisan masa lalu kolonialnya. Selain itu, sistem hukum yang 
berlaku di suatu negara menyesuaikan dengan sejarah, situasi sosial, budaya, politik, dll.  

Sistem hukum adalah prosedur atau proses untuk menafsirkan dan menegakkan hukum. 
Menurut Friedman, Efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga 
elemen sistem hukum: struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum 
ditentukan oleh petugas penegak hukum, penegakan hukum Ini menyangkut pemerintah. Isi 
hukum mencakup undang-undang, dan budaya hukum adalah hukum yang hidup yang dianut 
oleh masyarakat. Budaya adalah hukum yang ada yang diikuti oleh masyarakat. 

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara bekas jajahan dan sistem hukumnya 
diadopsi dari negara jajahannya masing-masing. Amerika Serikat, bekas jajahan Inggris, 
menganut sistem hukum common law atau Angel sack, sedangkan Indonesia bekas jajahan 
Belanda menganut sistem hukum civil law atau civil law. Terdapat perbedaan antara kedua 
sistem hukum ini yang mempengaruhi aspek dan alat penegakan hukum. Sistem hukum civil 
law menggunakan undang-undang tertulis yang diratifikasi oleh Kongres dalam bentuk 
peraturan hukum sebagai landasan hukum yang harus diikuti oleh seluruh warga negara, 
sedangkan sistem hukum common law didasarkan pada keputusan pengadilan atau hukum 
kasus. Artinya hakim dalam sistem common law dapat mendasarkan keputusannya pada 
keputusan peradilan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi negara. 

Menurut Sudart, sistem hukum civil law dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai suatu 
sistem di mana hukum berasal dari kehendak pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam 
negara, yaitu pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, hanya penciptaan hukum melalui 
proses pembentukan undang-undang yang diakui, dan hukum kebiasaan yang mungkin ada 
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seiring dengan undang-undang harus didasarkan pada kehendak pembentuk undang-undang, 
baik secara eksplisit maupun implisit. 

Sebaliknya, sistem hukum common law, seperti yang dijelaskan oleh J.B. Daliyo, 
menggambarkan bahwa hakim terikat pada prinsip hukum yang telah ada dalam putusan 
pengadilan dari perkara-perkara sebelumnya (doktrin preseden). Namun, apabila dalam 
putusan pengadilan sebelumnya tidak ditemukan prinsip hukum yang relevan, hakim memiliki 
kewenangan untuk memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran, dan akal 
sehat dengan menggunakan metode penafsiran hukum. 

Sistem hukum di Indonesia merupakan suatu struktur formal yang terdiri dari aturan 
hukum dan prinsip-prinsip dasar yang diakui, dengan landasan utamanya adalah Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Komponen-komponen 
hukum positif Indonesia mencakup: 
a. Hukum atau perundang-undangan beserta asas-asas yang terkait. 
b. Adat istiadat dan kebiasaan yang telah diakui sebagai bagian dari hukum. 
c. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). 
d. Perjanjian atau persetujuan internasional. 

Secara prinsip, Indonesia tidak lagi sepenuhnya mengikuti sistem hukum civil law 
karena mengakui keberadaan hukum adat, hukum agama, dan menerima perkembangan sistem 
hukum dari negara lain, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan norma dan dasar negara 
Indonesia. Amerika Serikat, sebagai negara federasi, memiliki struktur hukum yang berbeda 
dengan Indonesia. Sistem peradilan Amerika Serikat terdiri dari beberapa bagian, termasuk: 
a. Struktur Peradilan Federal 

Konstitusi Amerika Serikat membentuk Mahkamah Agung dan memberikan kongres 
kekuasaan untuk membentuk pengadilan federal yang lebih rendah. Kongres membentuk 
dua tingkat pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Distrik 
Amerika Serikat dan Pengadilan Banding Amerika Serikat. 

b. Struktur Sistem Pengadilan Negeri 
Struktur pengadilan distrik bervariasi antar negara bagian. Setiap sistem pengadilan distrik 
memiliki ciri khas yang unik. Beberapa negara bagian memiliki pengadilan dengan 
yurisdiksi terbatas yang dipimpin oleh seorang hakim yang menangani kasus perdata dan 
pidana. Di samping itu, negara bagian juga memiliki pengadilan umum tingkat pertama 
yang dipimpin oleh seorang hakim, sering disebut sebagai pengadilan seri atau pengadilan 
tinggi, yang menangani kasus-kasus perdata dan pidana yang kompleks. Beberapa negara 
bagian lain memiliki pengadilan khusus untuk kasus-kasus tertentu seperti lalu lintas atau 
perselisihan keluarga. 

c. Administrasi Pengadilan 
Dalam sistem pengadilan federal, Konferensi Yudisial Amerika Serikat, yang terdiri dari 
27 anggota termasuk Ketua Mahkamah Agung dan 26 hakim dari setiap negara bagian 
Amerika Serikat, bertanggung jawab administratif menyeluruh untuk semua pengadilan. 
Mereka memiliki kekuasaan utama dalam membuat kebijakan terkait administrasi 
pengadilan. Konferensi Yudisial ini dibantu oleh sejumlah besar komite yang terdiri dari 
hakim federal dan kadang-kadang juga hakim serta pengacara dari pengadilan distrik. 
Komite ini mempelajari sistem pengadilan federal yang berbeda dan memberikan 
rekomendasi. Salah satu tanggung jawab utama Konferensi Yudisial adalah 
merekomendasikan perubahan dalam aturan prosedur yang digunakan oleh semua 
pengadilan federal. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dicatat bahwa sistem hukum Indonesia dan 
Amerika Serikat memiliki perbedaan yang signifikan karena perbedaan bentuk negara yang 
mereka miliki. Indonesia, sebagai Republik, memiliki sistem hukum yang disusun oleh dewan 
legislatif yang bersumber dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila, serta berlaku secara 
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merata di seluruh wilayah Indonesia. Secara sederhana, sistem hukum Indonesia terpusat pada 
kebijakan dan aturan yang berasal dari pemerintah tingkat tertinggi. Di sisi lain, Amerika 
Serikat dengan bentuk negara federal memiliki sistem hukum yang berbeda di setiap negara 
bagian, walaupun tidak bertentangan dengan hukum dari pemerintah pusat. 
Penerapan keadilan restorative di Indonesia saat ini masih terbatas pada kategori tindak pidana 
ringan, perkara yang melibatkan perempuan dalam konteks hukum, kasus yang melibatkan 
anak, dan perkara narkotika. Sama halnya di Amerika Serikat, Restorative Justice juga 
diterapkan terutama pada tindak pidana ringan atau kasus kenakalan remaja. Namun, dalam 
konteks kasus rasial dan kekerasan seksual, penerapan restorative justice masih menjadi 
kemungkinan yang belum sepenuhnya terealisasi. Beberapa negara bagian, seperti Florida, 
Montana, Vermont, dan Wisconsin, menerapkan restorative justice dengan pengecualian pada 
pelaku kekerasan. Sementara negara bagian lainnya, seperti Alabama, Alaska, Colorado, 
California, dan Florida, hanya menerapkan restorative justice pada pelaku remaja. 
Secara mendasar, sistem peradilan adat di Indonesia telah lama menerapkan konsep yang 
sejalan dengan Restorative Justice. Dalam konteks ini, restorative justice sebenarnya bukanlah 
hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah, konsensus diupayakan untuk 
mencapai perdamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada tindakan pembalasan dan 
korban dapat dipulihkan. Musyawarah untuk mencapai konsensus dalam konteks restorative 
justice dapat dilakukan melalui mediasi, pembayaran kompensasi, atau metode lain yang 
disepakati antara korban/keluarga korban dan pelaku. Konsep musyawarah mufakat sebagai 
salah satu bentuk penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban dan pelaku bertujuan 
untuk mencapai perdamaian tanpa adanya niat balas dendam. 
 

Tabel 1. Perbedaan Hukum Keadilan Restoratif di Indonesia dan Amerika Serikat 
Indonesia Amerika Serikat 

Penerapan peraturan perundang-undangan 
mengenai keadilan restoratif berlaku untuk 
seluruh wilayah dalam lingkup Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Penerapan keadilan restoratif bergantung pada 
peraturan perundang-undangan pada wilayah 
negara bagian tertentu yang telah memasukan 
restorative justice pada perundangan negara 
bagian, terdapat 45 negara bagian yang telah 
menerapkan restorative justice. 

Penerapannya masih terbatas pada mediasi 
antara pelaku dan korban/keluarga, serta 
penghentian penuntutan. 

Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat 
dilakukan melalui beragam program, seperti 
mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok 
keluarga, vonis, penggunaan pernyataan dampak 
korban dan masyarakat, program restitusi, 
pendidikan kesadaran korban, alternatif 
pengusiran sekolah, program pengalihan dan 
panel komunitas. 

Tidak melibatkan pihak dari luar lembaga 
penegak hukum sebagai fasilitator penerapan 
restorative justice. 

Melibatkan fasilitator dari pihak swasta dalam 
penerapan restorative justice. 

Memasukan konsep restorative justice ke dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai 
dasar hukum tertinggi. Diatur dalam UU No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak (SPPA). 

Tidak ada undang-undang federal yang 
mengatur keadilan restoratif, namun ada aturan 
tertentu yang diterapkan di setiap negara bagian. 
Praktik keadilan restoratif umumnya difasilitasi 
oleh organisasi non-profit yang dikontrak oleh 
berbagai daerah di negara bagian tersebut setiap 
tahunnya (Schmidt, 2023).  
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Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat dilaksanakan melalui berbagai 
program, termasuk mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok keluarga, vonis, penggunaan 
pernyataan dampak korban dan masyarakat, program restitusi, pendidikan kesadaran korban, 
alternatif pengusiran sekolah, program pengalihan, dan panel komunitas. Proses restorative 
justice di Amerika Serikat melibatkan fasilitator dari berbagai lembaga, seperti organisasi 
kemasyarakatan, organisasi non-profit, atau organisasi yang secara khusus fokus pada 
penanganan restorative justice di luar lembaga penegak hukum. Di sisi lain, penerapan keadilan 
restoratif di Indonesia masih terbatas pada mediasi antara pelaku dan korban/keluarga, serta 
penghentian penuntutan. Saat ini, masyarakat belum secara aktif terlibat dalam proses 
penerapan restorative justice di Indonesia, dan penerapannya masih bergantung pada lembaga 
negara yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. 

Sebagai negara yang menjadi akar konsep Restorative Justice, Amerika Serikat dapat 
dijadikan sebagai pembanding dalam konteks penerapan konsep keadilan restoratif di 
Indonesia. Penerapan Restorative Justice di Amerika Serikat tergantung pada sistem hukum 
dan undang-undang di masing-masing negara bagian, sehingga tidak merata. Ini disebabkan 
oleh sistem federal di Amerika Serikat, di mana terdapat dua jenis hukum yang berlaku, yaitu 
hukum federal dan hukum negara bagian. Sebaliknya, di Indonesia, sistem hukumnya bersifat 
tunggal dan mencakup seluruh wilayah di dalamnya.  

Pada tahun 1740, Kongres Amerika Serikat mendirikan Office of Juvenile Justice and 
Delinquency Prevention (OJJDP) di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Tujuan 
OJJDP adalah untuk mencegah dan mengelola tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja, 
baik sebagai pelaku maupun korban. OJJDP mendorong negara bagian dan masyarakat untuk 
mengembangkan program pencegahan dan penanganan kasus kenakalan remaja dengan 
mengedepankan konsep pertanggungjawaban pelaku dan menyediakan layanan rehabilitatif 
bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Dua puluh tahun setelahnya, OJJDP memberikan 
pendanaan untuk proyek nasional yang dikenal sebagai Balanced and Restorative Justice 
(BARJ). Proyek ini bertujuan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada pembuat 
keputusan dan pemangku kepentingan di negara-negara bagian dalam upaya reformasi 
peradilan anak. Fokus proyek ini terletak pada memfasilitasi dialog dan implementasi prinsip 
dan praktik restoratif. 

Setelahnya, proyek percontohan keadilan restoratif muncul di beberapa negara bagian 
Amerika Serikat, termasuk Illinois, Minnesota, New York, Pennsylvania, dan lainnya. 
Sebanyak 45 negara bagian setidaknya telah mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif 
dalam undang-undang mereka. Penyisipan konsep restorative justice ke dalam undang-undang 
negara bagian merupakan kewenangan lembaga peradilan di setiap negara bagian. Beberapa di 
antara negara bagian yang telah mengadopsi keadilan restoratif adalah Colorado, Montana, 
California, dan Oregon. Penelitian yang dilakukan oleh Gonzalez menunjukkan bahwa hanya 
ada 5 negara bagian dari total 50 yang belum mengintegrasikan restorative justice dalam 
undang-undang negara bagian. Angka ini mengalami peningkatan dari hasil penelitian 
sebelumnya pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa hanya 20 negara bagian yang sudah 
mengkodifikasi restorative justice. Semakin banyak negara bagian yang melakukan kodifikasi 
atau memasukkan konsep restorative justice ke dalam regulasi hukum, semakin mungkin 
konsep ini dapat diterapkan pada kasus-kasus seperti kekerasan rasial, kekerasan seksual, atau 
kekerasan kelompok. 

Penerapan Restorative Justice di Indonesia berlaku secara seragam untuk seluruh 
wilayah yang termasuk dalam sistem pemerintahan Indonesia. Persamaan antara penerapan 
Restorative Justice di kedua negara ini terletak pada kemampuannya untuk diterapkan dalam 
peradilan anak dan dewasa, namun terbatas pada kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana 
ringan, kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dan pelaku yang baru pertama kali 
melakukan tindak pidana. Tujuan utama restorative justice di keduanya adalah untuk 
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mengurangi jumlah narapidana sebagai langkah pencegahan terhadap kelebihan kapasitas di 
rumah tahanan. 
 
D. Kesimpulan 
Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia 

Konsep Restorative Justice diperkenalkan secara resmi dalam peradilan Indonesia pada 
tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak (SPPA). Penerapan Restorative Justice di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk 
mengarahkan sistem peradilan pada pemulihan korban, tetapi juga untuk mengurangi populasi 
narapidana di penjara, mengingat keterbatasan fasilitas tahanan di Indonesia. Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat SPPA yang 
memuat pengaturan dan pola pemidanaan bagi anak yang berbeda dengan orang dewasa pada 
umumnya. Undang-undang ini menjelaskan konsep anak yang berkonflik dengan hukum, 
yaitu. mereka yang berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan kejahatan. 

Menurut UUSPPA, seseorang yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat 
dibawa ke pengadilan anak karena alasan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, yang 
menurutnya seseorang yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dianggap tidak kompeten. 
Untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Secara umum, setiap anak yang 
melakukan tindak pidana di bawah usia dewasa mendapat perlakuan khusus dan dibedakan 
berdasarkan masa percobaannya. Perbedaan terpenting dalam penanganan kasus yang 
melibatkan anak di Indonesia saat ini adalah adanya proses diversi.  

Diversi adalah proses memindahkan perkara anak dari proses peradilan pidana ke 
proses peradilan pidana. Proses ini wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum jika 
menyangkut kasus pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan ketentuan UU 
SPPA. Selain itu, anak pelaku dan korban tindak pidana mendapatkan pendampingan selama 
proses hukum berlangsung. Konselor komunitas untuk pelaku anakdan pekerja sosial untuk 
korban anak memberikan bantuan. Tujuan pendampingan ini bukan untuk melindungi salah 
satu pihak, tetapi untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi dalam proses hukum di 
hadapannya.  

Hukuman yang diberikan kepada anak juga berbeda. Pasal 69 dari Pasal mengatur 
tentang tindakan terhadap anak-anak, sedangkan Pasal 71 UU SPPA mengatur tentang 
pelanggaran pokok dan tambahan terhadap anak-anak. Pasal 81 mengatur tentang pemenjaraan 
anak-anak dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir, itupun maksimal hukumannya adalah 
setengah dari hukuman orang dewasa. Secara umum, kita jarang menjumpai hukum orang 
dewasa yang baru ini. UU Peradilan Pidana Anak muda memperkenalkan perbedaan yang 
mencolok dalam proses hukum bagi orang dewasa dan anak-anak, yang tidak lagi bersatu tetapi 
melalui proses khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). 

 
Perbedaan penerapan Restorative Justice di Indonesia dan Amerika Serikat 

Pada setiap negara, undang-undang tertentu, yang biasa disebut hukum positif, berlaku 
pada waktu tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa hukum positif timbul dari hukum, adat 
istiadat, dan perjanjian. Setiap negara mempunyai sistem hukumnya masing-masing sesuai 
dengan hokum yang berlaku di negara tersebut.Sistem hukum yang dianut mungkin merupakan 
bentuk ideologi sendiri atau warisan masa lalu kolonialnya. Selain itu, sistem hukum yang 
berlaku di suatu negara menyesuaikan dengan sejarah, situasi sosial, budaya, politik, dll.  

Sistem hukum adalah prosedur atau proses untuk menafsirkan dan menegakkan hukum. 
Menurut Friedman, Efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga 
elemen sistem hukum: struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum 
ditentukan oleh petugas penegak hukum, penegakan hukum Ini menyangkut pemerintah. Isi 
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hukum mencakup undang-undang, dan budaya hukum adalah hukum yang hidup yang dianut 
oleh masyarakat. Budaya adalah hukum yang ada yang diikuti oleh masyarakat. 

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara bekas jajahan dan sistem hukumnya 
diadopsi dari negara jajahannya masing-masing. Amerika Serikat, bekas jajahan Inggris, 
menganut sistem hukum common law atau Angel sack, sedangkan Indonesia bekas jajahan 
Belanda menganut sistem hukum civil law atau civil law. Terdapat perbedaan antara kedua 
sistem hukum ini yang mempengaruhi aspek dan alat penegakan hukum. Sistem hukum civil 
law menggunakan undang-undang tertulis yang diratifikasi oleh Kongres dalam bentuk 
peraturan hukum sebagai landasan hukum yang harus diikuti oleh seluruh warga negara, 
sedangkan sistem hukum common law didasarkan pada keputusan pengadilan atau hukum 
kasus. Artinya hakim dalam sistem common law dapat mendasarkan keputusannya pada 
keputusan peradilan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi negara. 

Menurut Sudart, sistem hukum civil law dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai suatu 
sistem di mana hukum berasal dari kehendak pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam 
negara, yaitu pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, hanya penciptaan hukum melalui 
proses pembentukan undang-undang yang diakui, dan hukum kebiasaan yang mungkin ada 
seiring dengan undang-undang harus didasarkan pada kehendak pembentuk undang-undang, 
baik secara eksplisit maupun implisit. 

Sebaliknya, sistem hukum common law, seperti yang dijelaskan oleh J.B. Daliyo, 
menggambarkan bahwa hakim terikat pada prinsip hukum yang telah ada dalam putusan 
pengadilan dari perkara-perkara sebelumnya (doktrin preseden). Namun, apabila dalam 
putusan pengadilan sebelumnya tidak ditemukan prinsip hukum yang relevan, hakim memiliki 
kewenangan untuk memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran, dan akal 
sehat dengan menggunakan metode penafsiran hukum. 

Sistem hukum di Indonesia merupakan suatu struktur formal yang terdiri dari aturan 
hukum dan prinsip-prinsip dasar yang diakui, dengan landasan utamanya adalah Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Komponen-komponen 
hukum positif Indonesia mencakup: 
e. Hukum atau perundang-undangan beserta asas-asas yang terkait. 
f. Adat istiadat dan kebiasaan yang telah diakui sebagai bagian dari hukum. 
g. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde). 
h. Perjanjian atau persetujuan internasional. 

Secara prinsip, Indonesia tidak lagi sepenuhnya mengikuti sistem hukum civil law 
karena mengakui keberadaan hukum adat, hukum agama, dan menerima perkembangan sistem 
hukum dari negara lain, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan norma dan dasar negara 
Indonesia. Amerika Serikat, sebagai negara federasi, memiliki struktur hukum yang berbeda 
dengan Indonesia. Sistem peradilan Amerika Serikat terdiri dari beberapa bagian, termasuk: 
d. Struktur Peradilan Federal 

Konstitusi Amerika Serikat membentuk Mahkamah Agung dan memberikan kongres 
kekuasaan untuk membentuk pengadilan federal yang lebih rendah. Kongres membentuk 
dua tingkat pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Distrik 
Amerika Serikat dan Pengadilan Banding Amerika Serikat. 

e. Struktur Sistem Pengadilan Negeri 
Struktur pengadilan distrik bervariasi antar negara bagian. Setiap sistem pengadilan distrik 
memiliki ciri khas yang unik. Beberapa negara bagian memiliki pengadilan dengan 
yurisdiksi terbatas yang dipimpin oleh seorang hakim yang menangani kasus perdata dan 
pidana. Di samping itu, negara bagian juga memiliki pengadilan umum tingkat pertama 
yang dipimpin oleh seorang hakim, sering disebut sebagai pengadilan seri atau pengadilan 
tinggi, yang menangani kasus-kasus perdata dan pidana yang kompleks. Beberapa negara 
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bagian lain memiliki pengadilan khusus untuk kasus-kasus tertentu seperti lalu lintas atau 
perselisihan keluarga. 

f. Administrasi Pengadilan 
Dalam sistem pengadilan federal, Konferensi Yudisial Amerika Serikat, yang terdiri dari 
27 anggota termasuk Ketua Mahkamah Agung dan 26 hakim dari setiap negara bagian 
Amerika Serikat, bertanggung jawab administratif menyeluruh untuk semua pengadilan. 
Mereka memiliki kekuasaan utama dalam membuat kebijakan terkait administrasi 
pengadilan. Konferensi Yudisial ini dibantu oleh sejumlah besar komite yang terdiri dari 
hakim federal dan kadang-kadang juga hakim serta pengacara dari pengadilan distrik. 
Komite ini mempelajari sistem pengadilan federal yang berbeda dan memberikan 
rekomendasi. Salah satu tanggung jawab utama Konferensi Yudisial adalah 
merekomendasikan perubahan dalam aturan prosedur yang digunakan oleh semua 
pengadilan federal. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dicatat bahwa sistem hukum Indonesia dan 
Amerika Serikat memiliki perbedaan yang signifikan karena perbedaan bentuk negara yang 
mereka miliki. Indonesia, sebagai Republik, memiliki sistem hukum yang disusun oleh dewan 
legislatif yang bersumber dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila, serta berlaku secara 
merata di seluruh wilayah Indonesia. Secara sederhana, sistem hukum Indonesia terpusat pada 
kebijakan dan aturan yang berasal dari pemerintah tingkat tertinggi. Di sisi lain, Amerika 
Serikat dengan bentuk negara federal memiliki sistem hukum yang berbeda di setiap negara 
bagian, walaupun tidak bertentangan dengan hukum dari pemerintah pusat. 
Penerapan keadilan restorative di Indonesia saat ini masih terbatas pada kategori tindak pidana 
ringan, perkara yang melibatkan perempuan dalam konteks hukum, kasus yang melibatkan 
anak, dan perkara narkotika. Sama halnya di Amerika Serikat, Restorative Justice juga 
diterapkan terutama pada tindak pidana ringan atau kasus kenakalan remaja. Namun, dalam 
konteks kasus rasial dan kekerasan seksual, penerapan restorative justice masih menjadi 
kemungkinan yang belum sepenuhnya terealisasi. Beberapa negara bagian, seperti Florida, 
Montana, Vermont, dan Wisconsin, menerapkan restorative justice dengan pengecualian pada 
pelaku kekerasan. Sementara negara bagian lainnya, seperti Alabama, Alaska, Colorado, 
California, dan Florida, hanya menerapkan restorative justice pada pelaku remaja. 
Secara mendasar, sistem peradilan adat di Indonesia telah lama menerapkan konsep yang 
sejalan dengan Restorative Justice. Dalam konteks ini, restorative justice sebenarnya bukanlah 
hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah, konsensus diupayakan untuk 
mencapai perdamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada tindakan pembalasan dan 
korban dapat dipulihkan. Musyawarah untuk mencapai konsensus dalam konteks restorative 
justice dapat dilakukan melalui mediasi, pembayaran kompensasi, atau metode lain yang 
disepakati antara korban/keluarga korban dan pelaku. Konsep musyawarah mufakat sebagai 
salah satu bentuk penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban dan pelaku bertujuan 
untuk mencapai perdamaian tanpa adanya niat balas dendam. 
 

Tabel 1. Perbedaan Hukum Keadilan Restoratif di Indonesia dan Amerika Serikat 
Indonesia Amerika Serikat 

Penerapan peraturan perundang-undangan 
mengenai keadilan restoratif berlaku untuk 
seluruh wilayah dalam lingkup Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Penerapan keadilan restoratif bergantung pada 
peraturan perundang-undangan pada wilayah 
negara bagian tertentu yang telah memasukan 
restorative justice pada perundangan negara 
bagian, terdapat 45 negara bagian yang telah 
menerapkan restorative justice. 
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Penerapannya masih terbatas pada mediasi 
antara pelaku dan korban/keluarga, serta 
penghentian penuntutan. 

Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat 
dilakukan melalui beragam program, seperti 
mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok 
keluarga, vonis, penggunaan pernyataan dampak 
korban dan masyarakat, program restitusi, 
pendidikan kesadaran korban, alternatif 
pengusiran sekolah, program pengalihan dan 
panel komunitas. 

Tidak melibatkan pihak dari luar lembaga 
penegak hukum sebagai fasilitator penerapan 
restorative justice. 

Melibatkan fasilitator dari pihak swasta dalam 
penerapan restorative justice. 

Memasukan konsep restorative justice ke dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai 
dasar hukum tertinggi. Diatur dalam UU No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak (SPPA). 

Tidak ada undang-undang federal yang 
mengatur keadilan restoratif, namun ada aturan 
tertentu yang diterapkan di setiap negara bagian. 
Praktik keadilan restoratif umumnya difasilitasi 
oleh organisasi non-profit yang dikontrak oleh 
berbagai daerah di negara bagian tersebut setiap 
tahunnya (Schmidt, 2023).  

 
Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat dilaksanakan melalui berbagai 

program, termasuk mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok keluarga, vonis, penggunaan 
pernyataan dampak korban dan masyarakat, program restitusi, pendidikan kesadaran korban, 
alternatif pengusiran sekolah, program pengalihan, dan panel komunitas. Proses restorative 
justice di Amerika Serikat melibatkan fasilitator dari berbagai lembaga, seperti organisasi 
kemasyarakatan, organisasi non-profit, atau organisasi yang secara khusus fokus pada 
penanganan restorative justice di luar lembaga penegak hukum. Di sisi lain, penerapan keadilan 
restoratif di Indonesia masih terbatas pada mediasi antara pelaku dan korban/keluarga, serta 
penghentian penuntutan. Saat ini, masyarakat belum secara aktif terlibat dalam proses 
penerapan restorative justice di Indonesia, dan penerapannya masih bergantung pada lembaga 
negara yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. 

Sebagai negara yang menjadi akar konsep Restorative Justice, Amerika Serikat dapat 
dijadikan sebagai pembanding dalam konteks penerapan konsep keadilan restoratif di 
Indonesia. Penerapan Restorative Justice di Amerika Serikat tergantung pada sistem hukum 
dan undang-undang di masing-masing negara bagian, sehingga tidak merata. Ini disebabkan 
oleh sistem federal di Amerika Serikat, di mana terdapat dua jenis hukum yang berlaku, yaitu 
hukum federal dan hukum negara bagian. Sebaliknya, di Indonesia, sistem hukumnya bersifat 
tunggal dan mencakup seluruh wilayah di dalamnya.  

Pada tahun 1740, Kongres Amerika Serikat mendirikan Office of Juvenile Justice and 
Delinquency Prevention (OJJDP) di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Tujuan 
OJJDP adalah untuk mencegah dan mengelola tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja, 
baik sebagai pelaku maupun korban. OJJDP mendorong negara bagian dan masyarakat untuk 
mengembangkan program pencegahan dan penanganan kasus kenakalan remaja dengan 
mengedepankan konsep pertanggungjawaban pelaku dan menyediakan layanan rehabilitatif 
bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Dua puluh tahun setelahnya, OJJDP memberikan 
pendanaan untuk proyek nasional yang dikenal sebagai Balanced and Restorative Justice 
(BARJ). Proyek ini bertujuan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada pembuat 
keputusan dan pemangku kepentingan di negara-negara bagian dalam upaya reformasi 
peradilan anak. Fokus proyek ini terletak pada memfasilitasi dialog dan implementasi prinsip 
dan praktik restoratif. 

Setelahnya, proyek percontohan keadilan restoratif muncul di beberapa negara bagian 
Amerika Serikat, termasuk Illinois, Minnesota, New York, Pennsylvania, dan lainnya. 
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Sebanyak 45 negara bagian setidaknya telah mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif 
dalam undang-undang mereka. Penyisipan konsep restorative justice ke dalam undang-undang 
negara bagian merupakan kewenangan lembaga peradilan di setiap negara bagian. Beberapa di 
antara negara bagian yang telah mengadopsi keadilan restoratif adalah Colorado, Montana, 
California, dan Oregon. Penelitian yang dilakukan oleh Gonzalez menunjukkan bahwa hanya 
ada 5 negara bagian dari total 50 yang belum mengintegrasikan restorative justice dalam 
undang-undang negara bagian. Angka ini mengalami peningkatan dari hasil penelitian 
sebelumnya pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa hanya 20 negara bagian yang sudah 
mengkodifikasi restorative justice. Semakin banyak negara bagian yang melakukan kodifikasi 
atau memasukkan konsep restorative justice ke dalam regulasi hukum, semakin mungkin 
konsep ini dapat diterapkan pada kasus-kasus seperti kekerasan rasial, kekerasan seksual, atau 
kekerasan kelompok. 

Penerapan Restorative Justice di Indonesia berlaku secara seragam untuk seluruh 
wilayah yang termasuk dalam sistem pemerintahan Indonesia. Persamaan antara penerapan 
Restorative Justice di kedua negara ini terletak pada kemampuannya untuk diterapkan dalam 
peradilan anak dan dewasa, namun terbatas pada kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana 
ringan, kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dan pelaku yang baru pertama kali 
melakukan tindak pidana. Tujuan utama restorative justice di keduanya adalah untuk 
mengurangi jumlah narapidana sebagai langkah pencegahan terhadap kelebihan kapasitas di 
rumah tahanan. 
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